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penulisan tesis ini; 

3. Dr. H. Umar Ma’ruf, S.H., Sp.N., M.Hum selaku Ketua Program Studi Magister 
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ABSTRAK 

Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi secara khusus 

mengatur hukum acara sendiri terhadap penegakan hukum pelaku tindak pidana 

korupsi, secara umum dibedakan dengan penanganan pidana khusus lainya. 


